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ABSTRAK

PROSEDUR MONITORING TERHADAP PENGAWASAN REKENING
SATUAN KERJA DI LINGKUP KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

ADELIA MARSANDA

Prosedur monitoring terhadap pengawasan rekening satuan kerja di KPPN
Bandar Lampung. Penulis mengevaluasi prosedur tersebut dikarenakan untuk
mengetahui prosedur yang dilakukan sesuai dengan peraturan Kementrian
Keuangan Rl Nomor 182PMKO0.5/2017 atau tidak dilakukan sesuai dengan
peraturan tersebut dan bagaimana prosedur monitoring yang dilakukan tergolong
efektif atau tidak. Dari evaluasi ini dapat dilihat apakah satauan kerja melakukan
pengelolaan dan pengendalian rekening sesuai dengan peratauran tersebut.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif dengan
memperoleh data primer melalui observasi, wawancara dengan pihak yang
berwenang, dan data sekunder dari dokumen historis. Hasil evaluasi ini
menunjukkan bahwa prosedur monitoring rekening satuan kerja di KPPN Bandar
Lampung telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan
temuan tersebut, rekomendasi yang disampaikan meliputi peningkatan ketelitian
dalam menjalankan prosedur monitoring, peningkatan standar kualitas pegawai,
peningkatan kepatuhan satuan kerja, serta sosialisasi dan edukasi kepada mitra
kerja, satuan kerja, dan mitra bank guna menciptakan koordinasi yang baik dalam
pengawasan.

Kata Kunci: monitoring, pengawasan rekening satuan kerja, KPPN Bandar
Lampung, pengelolaan keuangan negara, prosedur monitoring.
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ABSTRACT

MONITORING PROCEDURE FOR MONITORING WORK UNIT
ACCOUNTS WITHIN THE SCOPE OF THE STATE TREASURY
SERVICE OFFICE IN BANDAR LAMPUNG

By
ADELIA MARSANDA

Monitoring procedure for supervision of work unit accounts at KPPN
Bandar Lampung. The author evaluates the procedure because it is to find out the
procedures carried out in accordance with the regulation of the Ministry of
Finance of the Republic of Indonesia Number 182PMK0.5/2017 or not carried out
in accordance with these regulations and how the monitoring procedures carried
out are classified as effective or not. From this evaluation, it can be seen whether
the work person manages and controls the account in accordance with the
regulation.

The author uses descriptive and qualitative research methods by obtaining
primary data through observation, interviews with authorities, and secondary data
from historical documents. The results of this evaluation show that the monitoring
procedure for the work unit account at KPPN Bandar Lampung has been running
in accordance with applicable regulations. Based on these findings, the
recommendations submitted include increasing accuracy in carrying out
monitoring procedures, improving employee quality standards, increasing work
unit compliance, as well as socialization and education to partners, work units,
and bank partners to create good coordination in supervision.

Keywords: monitoring, supervision of work unit accounts, KPPN Bandar
Lampung, state financial management, monitoring procedures.
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BAB |
PENDAULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan ekonomi saat ini pemerintah sangat ngencar
dalam menggunakan sistem teknologi untuk memudahkan pemerintah dalam
mengelola data dan dokumen penting. Salah satu organisasi milik pemerintah
adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Organisasi ini, memerlukan
sistem monitoring yang bertujuan untuk mempertahankan sistem keuangan yang
teratur, dan terhindar dari tindakan curang. Untuk membantu sistem monitoring
ini berjalan dengan baik maka, dibutuhkannya peraturan yang harus dipatuhi oleh
satuan kerja, lembaga dan pihak lainnya.

Satuan Kerja atau disebut juga Satker adalah unit organisasi pada
Kementerian Negara atau Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan program. Satuan Kkerja adalah Otoritas Pengguna Anggaran atau
Pengguna Barang. Salah satu acauan sebagai pedoman dalam memonitoring
rekening lingkup satuan kerja tertuang dalam Peraturan Mentri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening
Milik Satuan Kerja Lingkup Kementria Negara atau Lembaga. Peraturan tersebut
sebagai acuan untuk menjalankan proses monitoring dalam pengelolaan keuangan
agar terciptanya pengelolaan yang efektif dan efisien.

Peran Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara saat ini sangat dibutuhkanuntuk
memastikan pengelolaan keuangan negara yang dikelola secara efektif,efesien dan
secara transparan. Rekening satuan kerja adalah bagian dari sistem pengelolaan
keuangan negara yang harus diperhatikan dengan baik untuk menjamin keamanan
data keuangan. Adanya rekening satuan kerja ini, menyebebkan adanya

kebutuhan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi



penyalahgunaan dalam mengelola keuangan tersebut. Kantor Pelayanan
Pembendaharaan Negara (KPPN) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
melakukan pengawasan atau monitoring dalam pengelolaan rekening satuan kerja
yang berupaya untuk menjaga keamanan data keuangan.

Pengawasan atau monitoring rekening satuan kerja adalah salah satu cara
untuk memastikan proses transaksi keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja
sesuai dengan peratuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian negara.
KPPN memerlukan informasi data yang akurat terhadap data rekening satuan
kerja untuk malakukan pengawasan secara efektif. Banyak permasalahan yang
terjadi saat pengawasan rekening seperti satuan kerja tidak mendaftarkan rekening
yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dan penyaluran dana, menutup
rekening satuan kerja secara sepihak dapat mengakibatkan KPPN kesulitan dalam
pelaporan dan akuntabilitas, data rekening tidak sesuai dengan tujuan rekening
dibuka megakibatkan penyalahgunaan dalam pengelolaan rekening, ditemukannya
perbedaan informasi pihak satuan kerja dengan pihak mitra Bank yang berkerja
sama dengan KPPN yang mengakibatkan perbedaan laporan keuangan, Pihak
Sataun Kerja tidak paham dalam mengelola rekening yang mengakibatkan
ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas, dan adanya double rekening
yang menyebabkan penumpukan saldo rekening atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara(APBN) yang tidak terealisasi dengan baik.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan rekening satuan kerja dibutuhkannya
prosedur yang berlaku serta pengawasan yang ketat untuk memastikan
pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar
yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan akurat, diharapkan
dapat tercipta prosedur pengelolaan keuangan negara yang transpara dan
terpecaya.

Berdasarkan latar belakang masalah pengawasan rekening satuan kerja di
KPPN Bandar Lampung maka, penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu:
“Prosedur Monitoring Terhadap Pengawasan Rekening Satuan Kerja di

Lingkup Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara di Bandar Lampug.



1.2 Rumus Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah
yaitu:

1. Bagaimana prosedur monitoring rekening satuan kerja di KPPN Bandar
Lampung ?
2. Bagaimana monitoring rekening satuan kerja berjalan secara efektif di KPPN

Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur monitoring dalam
pengelolaan rekening milik satuan kerja yang dikelola oleh KPPN.

2. Untuk mengevaluasi prosedur monitoring yang dilakukan secara efektif
dengan menggunakankan perauran Kemenku RI Nomor 182/PMKQ0.5/2017

1.4 Manfaat Bagi Penulisan

Manfaat dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penulisan ini bermanfaat sebagai pengetahuan bagi penulis terhadap prosedur
pengawasan dalam monitoring pengelolaan rekening milik satuan kerja yang
dikelola oleh KPPN dan sebagai penambah pengetahuan sebagai refrensi untuk
penulis berikutnya dalam menguji masalah yang setara dimasa mendatang.

2. Bagi Universitas
Penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan universitas
lampung terhadap ilmu pengetahuan prosedur monitoring milik satuan kerja di
lingkup KPPN.

3. Bagi Instansi Pemerintah
Penulisan ini sebagai bahan masukan dan gambaran bagi KPPN untuk
menentukan kebijakan serta menentukan strategi dalam prosedur monitoring

dalam pengelolaan rekening milik satuan kerja.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Akuntansi

Sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai komponen yang berinteraksi
secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mulyadi (2016), sistem
adalah rangkaian prosedur yang dibuat secara terintegrasi untuk melaksanakan
operasi bisnis utama. Sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan, dan laporan
yang disusun secara terkoordinasi untuk menyediakan informasi keuangan yang

dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan.

Prosedur adalah urutan langkah-langkah atau tindakan yang ditetapkan
untuk mencapai tujuan atau hasil yang di inginkan. Prosedur digunakan untuk
menjalankan aktivitas atau proses secara terstruktur dan konsisten, maka dapat

mengurangi resiko kesalahan atau ke tidak akuratan dalam tujuan yang dicapai.

Menurut Prastyaningtyas (2019), prosedur terdiri dariserangkaian aktivitas
klerikal yang melibatkan kelompok orang dalam satu atau lebih departemen, yang
bertujuan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara terus-
menerus dan menyeluruh. Kegiatan klerikal (Clerical Operations) mencakup
berbagai tindakan seperti mencatat informasi, menyalin, memberikan kode,
mencatat, memilih, membandingkan, dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut
dilakukan untuk memastikan pengumpulan informasi yang akurat dan
terorganisir, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat oleh

manajemen.



Tabel 2. 1 Jenis-jenis simbol flowchart dala m Sistem Akuntansi

No. Simbol Keterangan
Dokumen mengambarkan berbagai jenis
L | dokumen.
Dokumen dan Tembusannya digunakan
5 Ii untuk mengambarkan dokumen asli dan
tembusannya.
Berbagai dokumen digunakan untuk
3 Iﬁ‘ menggambrkan berbagai jenis dokumen
yangdigunakan dalam satu rangkap.
Kegiatan Manual digunakan untuk
A D menggambarkan kegiatan manual.
Keying digunakan untuk menggambarkan
. il pemasukan data ke dalam computer melalui
on-lineterminal.
Keputusan digunakan dalam proses
6 <> pengelolaan data.
On-line computer proses digunakan untuk
. menggambarkan pengelolaan data dengan
computer secara on-line.
Arsip sementara digunakan untuk arsip
o dokumen sementara tempat penyimpanan

dokumen yang dokumen tersebut akan
digunakan di masa yang akan datang untuk
keperluan pengelolaan selanjutnya.

A : Menurut abjad

N : Menurut nomor urut

T : Kronologis, menurut tanggal




Mulai/berakhir dari suatu proses sistem

akuntansi.

10.

I —

Garis alir atau flowline digunakan untuk

menggambarkan arah proses pengelolaan data.

11.

Pertemuan garis alir digunakan jika dua
garisbertemu dan salah satu garis mengikuti

arus garis lainnya.

12.

Penyimpangan garis alir digunakan untuk

menunjukkan arah masing-masing garis.

13.

Catatan digunakan untuk mencatat data yang
direkam sebelumnya di dalam dokumen.

14.

Masuk atau keluar ke sistem kegiatan di luar
sistemtidak perlu digambarkan dalam bagan
alir, maka digunakan untuk menggambarkan

keluar masuk ke sistem dalam bagan alir.

15.

Untuk keluar-masuk atau penyambungan proses

dalam lembar atau halaman yang sama.

Sumber: Mulyadi Buku Sistem Akuntansi Tahun 2016.

2.2 Monitoring

Monitoring menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) berasal dari bahasa

inggris yaitu monitor yang merupakan suatu kegiatan pengawasan atau

pemantauan dalam mencatat perkembangan suatu situasi atau kondisi secara

terus-menerus dengan menggunakan alat atau metode tertentu. Monitoring adalah

proses mengumpulkan informasi dan mengukur kemajuan terhadap tujuan

program, serta mengendalikan perubahan yang berfokus pada proses dan hasil.

Menurut Thabroni (2022), monitoring adalah sebagai proses menganalisis

dan mengendalikan suatu program atau kegiatan untuk memastikan tujuan yang

telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam konteks kebijakanpemerintah,

pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi

tentang sebab dan akibat dari kebijakan yang dilaksanakan.




Dari definisi diatas disimpulkan bahwa Sistem akuntansi dan monitoring
adalah suatu sistem prosedur yang berfungsi untuk memastikan semua transaksi
dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan
berfungsi sebagai kegiatan pengawasan atau pemantauan dari suatu aktivitas
dengan tujuan untuk memastikan aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan standar
yang ditetapkan. Sistem Akuntansi dan monitoring dimaksud untuk
melakukan pengawasan rekening milik satuan kerja dibawah naungan pihak
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bandar Lampung untuk meningkatkan
keberhasilan sesuai dengan standar dan strategi yang diciptakan.

2.3 Akuntansi Sektor Publik

Pengertian akuntansi sektor publik menurut SEO (2022), merupakan proses
pengumpulan, pencatatan, analisis dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan
yang berguna untuk entitas atau lembaga-lembaga publik yang memberikan hak
pelayanan kepada publik. Laporan keuangan atau proses yang bersifat keuangan
berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan. Tujuan
akuntansi sektor publik yaitu organisasi atau lembaga menekankan pencapaian
kinerja nonkeuangan dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan sebab

organisasi sektor publik tidak berpotensi kepada laba.

2.4 Prosedur Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja

Prosedur pengelolaan rekening milik satuan kerja diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian Negara atau
Lembaga. Satuan Kerja atau Satker merupakan unit organisasi pada Kementerian
Negara atau Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan program.

Satuan kerja adalah Otoritas Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.

Jenis- jenis kelompok satuan kerja dalam lingkup Negara atau Lembaga sebagai

berikut:

1. Satuan kerja Pusat mempunyai kewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan
pengelolaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor

pusat kementerian atau lembaga yang berada di pusat atau di daerah.



Contohnya: Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Pengadilan Negri Tanjung

Karang.

Satuan kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara atau
Lembaga di daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola
anggaran guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh
Kantor pusat Contohnya: Dinas Pendidikan, UPT Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Lampung, dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Satuan kerja khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan program atau
kegiatan yang didanai oleh Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Contoh: Loka Rehabilitas Narkoba BNN Kalianda Lampung Selatan, dan
Balai Pengelola Trasportasi Darat Wilayah 6.

Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu satuan kerja di provinsi yang
melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satuan kerja di Provinsi, Kabupaten,
Kota dan desa yang melaksanakan tugas pembantuan. Dekonsentarsi
merupakan kebijakan pemerintah untuk memindahkan sebagian kewenangan
dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan
tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di daerah
serta memperkuat partisipasi masyarakat setempat dalam pengambilan

keputusan Contoh: Bappeda Provinsi Lampung dan Bpmp Provinsi Lampung.

Satuan kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) adalah satuan kerja yang tidak
termasuk dalam instansi vertikal Kementerian Negara atau Lembaga (DJP),
tetapi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari
anggaran Kementerian Negara atau Lembaga terkait. Contoh, SNVT (Satuan
Vertikal Tertentu) Pembangunan Bendungan BBWS (Balai Besar Wilayah
Sungai) Mesuji-Lampung dan SNVT (Satuan Vertikal Tertentu) Pelaksanaan

Jaringan Pemanfaatan Air Mesuji-Sekampung.

Satuan kerja Sementara (SKS) adalah satuan kerja yang dibentuk untuk
melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari anggaran Kementerian Negara atau

Lembaga yang tanggung jawabnya berasal dari Kementerian Negara atau



Lembaga terkait.Contoh: Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara Bandar

Lampung dan Kantor Pelayanan Pajak Pertama Bandar Lampung Satu.
2.4.1 Kewenangan Pengelolaan Rekening milik sataun kerja

Kewenangana dalam mengelola rekening milik satuan kerja terdi dari
2pihak yaitu kekewenanganan dari pihak satuan kerja (Mentri atau Pemimpin
Lembaga selaku pengguna anggaran) dan kewenanganan pihak KPPN
(Kewenangan Mentri Keuangan Republik Indonesia selaku Bendahara Umum).
Satuan kerja memiliki kewenangan yang harus ditaati dalam meneglola rekening
sebgai berikut:

1. Melakukan pembukaan rekening milik satuan kerja kepada mitra bank yang
berkerja Sama dengan pihak BUN (Bendahara Umum Negara) atau Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.

2. Melakukan pengoprasian rekening berupa kredit, debit dan pelaporan
rekening.

3. Melakukan penutupan rekening jika rekening tersebut tidak digunakan.

Sedangkan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memiliki
kewenangan yang harus dilakukan sesuai dengan standar sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara akan memberikan izin dengan
menerbitkan Surat Kuasa Pembukaan Rekening untuk rekening pembukaan
yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (KPA) atau Bendahara Layanan
Umum (BLU).

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berhak untuk membekukan
rekening.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berhak menutup rekening.
4. Mendapatkan data mengenai rekening seperti : jumlah, tanggal transaksi, atau

informasi lainnya yang berasal dari buku besar atau rekening giro.
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2.4.2 Pembukaan Rekening Milik Satuan Kerja

Tabel 2. 2 Flowchart pembukaan rekening satuan kerja.

Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Mitra Bank

Negara (KPPN)

Input Data Pembukan
Rekening oleh staf
satuan Kkerja

g O

Proses
Kelengkapan
Dokumen

Persetujuan oleh Proses
Kepala Pengguna Penamaan
Anggaran Rekening
SPRINT
Persetujuan
Kepala KPPN
Surat Permohonan & Seksi Bank
Pembukaan
) KPPN
Rekening

Input Daftar

Penaman Rekening
SPRINT

L

Persetujuan Kepala

KPPN & Seksi
Bank KPPN

Surat Pgrsketujuan Surat Persetujuan PeT’rrlcl::zeIfan
i e Pembukaan Rekening Satuan
Rekening Rekening o

Surat Kuasa

@ ( Selesai )

Sumber: Prosedur pembukan rekening satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Bandar Lampung.
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Keterangan: SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi)

2.4.2.1 Prinsip Persetujuan Pembukaan Rekening

Satuan kerja dalam membuka rekening harus melakukan prinsip persetujuan

pembukaan ini, karena jika pihak satuan kerja tidak melakukan prinsip ini maka,

pihak satuan kerja berpeluang ditolak. Hal ini, bertujuan untuk memudahkanpihak

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dalam memonitoring rekening

satuan kerja. Berikut prinsip persetujuan membuka rekening:

1.

Format nama rekening harus sesuai dengan format nama rekening yang
diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang dicantumkan
dalam surat persetujuan pembukaan rekening.

Rekening dibuka digunakan untuk keperluan dinas dan digunakan untuk
bidang kegiatan.

Pembukaan rekening hanya dilakukan jika membutuhkan.

Sebuah rekening dikatakan aktif jika memiliki izin dari Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di wilayah tersebut.

Penggunaan rekening tersebut harus sesuai dengan Surat Kuasa Pembukaan
Rekening dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, selain yang ditentukan
dalam Surat Kuasa Pembukaan Rekening tersebut.

Laporan Rekening atas transaksi yang terjadi diwajibkan untuk di kelola
sebaik mungkin.

Memilih  tempat bank umum untuk membuka rekening dengan

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan rekening.

Jika prosedur diatas tidak memenuhi standar seperti diatas maka,

persetujuan pembukaan rekening tersebut ditolak oleh kuas BUN (Bendahara

Umum Negara).

2.4.2.2 Penamaan Rekening

Prosedur pemberian Nama ini diberikan oleh Kuasa BUN (Bendahara

Umum Negara), penamaan rekeningini dicantumkan dalam Surat persetujuan

permohonan pembukaan rekening. Pemberian nam ini merupakan suatu karakter

rekening yang dibuka sesuai dengan tujuan rekening tersebut dibuka. Berikut

Kriteria pemberian Nama rekening:
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1. Rekening penerimaan: “BPN (Kode KPPN mitra kerja) (Nama Kantor)”

2. Rekening pengeluaran:“BPG (Kode KPPN mitra kerja) (Nama Kantor)”

3. Rekening pengeluaran pembantu:“BPP(Kode KPPN mitra kerja)(Nama
Kantor)”

4. Rekening lainnya berupa Rekening Milik BLU:“RPL(Kode KPPN mitra
kerja) (Nama Kantor) untuk (PKD/PKE/OPS/DK)”

Keterangan:
PKD : Rekening Pengelolaan Kas BLU berbentuk deposit
PKE : Rekening Pengelolaan Kas BLU berbentuk giro

OPS : Rekening Oprasional BLU, dan
DK : Rekening Dana Kelolaan.
2.4.2.3 Laporan Pembukaan Rekening

Memudahkan pengelolaan rekening dibawah monitoring dalam pengawasan
departemen perbankan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kepala
Pengguna Anggaran (KPA) atau Badan Layanan Umum (BLU) harus
menyampaikan laporan pembukaan rekening dokumen tersebut bersifat segera
(Kolektif), namun paling lambat 20 hari kerja setelah kuas daerah Badan Layanan
Umum (BUN) menyetujui pembukaan rekening atau paling lambat 10 hari kerja
setelah pembukaan rekening pengelolaan kas berbentuk deposit sebagai tempat
penyimpanan untuk satuan kerja Badan Layanan Umum.

Laporan pembukaan rekening ini tercantum dalam salah satu surat
persetujuan pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh kuasa Bendahara Umum
Negara (BUN) di daerah. Keterlambatan penyampaian laporan pembukaan
rekening mengakibatkan penutupan rekening.

2.4.2.4 Perubahan Nama Rekening

perubahan penamaan rekening nama satuan kerja tanpa mengupah tujuan
penggunaan rekening dibuka. Dalam hal ini, pihak dari kuasa BUN (Bendahara
Umum Negara) di Daerah menerbitkan surat perubahan nama rekening yang

diajukan kepada pihak bank mitra umum tempat dimana rekening itu dibuat.
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2.4.2.5 Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening

Perubahan ini diajukan oleh KPA (Kepala Satuan Kerja) atau pimpinan BLU

(Bendahara Umum Negara) dengan tujuan untuk memindahkan bank tempat

pembukaan rekening dengan alasan tertentu.

Berikut prosedur perubahan bank tempat pembukaan rekening:

1.

Pimpinan KPA (Kepala Satuan Kerja) atau BLU (Bendahara Layanan
Umum) mengajukan permohonan untuk izin pindah bank tempat rekening
dibuka dan melampirkan surat kuasa kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara sebagai mitra kerja.

Formulir aplikasi dan, jika disetujui oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara akan menerbitkan surat kuasa untuk mengalihkan bank tempat
pembukaan rekening.

Berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara, entitas wajib membuka rekening baru di kantor bank
yang baru.

Satuan kerja mentransfer seluruh dana yang ada di rekening bank lama ke
bank baru.

Pihak satuan kerja menutup rekening lama di bank lama.

Satuan kerja melaporkan penutupan tersebut kepada rekening bank lama, dan
membuka rekening baru di bank baru serta melaporkan pada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara.

2.4.3 Pelaporan Saldo Rekening

KPA(Kepala Satuan Kerja) dan pemimpin BLU(Bendahara Layanan Umum)

harus meloporkan seluruh rekening yang dikelola oleh KPPN(Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara). Untuk memudahkan pelaporan maka, daftar rekening

yang dimiliki KPA(Kepala Satuan Kerja) atau Pimpinan BLU(Bendahara

Layanan Umum) dapat dilapirkan pada laporan pertanggung jawaban bendahara

serta dapat digantikan dengan laporan saldo rekening dan dilampirkan bersamaan

dengan laporan pertanggung jawaban bendara.Selain itu, untuk mempermudahkan

dalam monitoring yang efisien maka, pelaporan saldo rekening tersebut dapat

disampaikan dalam dokumen salinan berupa surat elektronik atau rekening.
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2.4.3.1 Pelaporan Rekening oleh Kuasa BUN

1.

Laporan saldo untuk pengurus KPA (Kepala Satuan Kerja) dan BLU
(Bendahara Layanan Umum), pengurus KPPN (Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara) membuat daftar saldo di tingkat KPPN (Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara).

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) mengirimkan daftar
tersebut ke Kanwil DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan) paling lambat
tanggal 15 bulan berikutnya.

Kepala Kanwil DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan) menyusun
rekapitulasi daftar Saldo Rekening Tingkat Daerah.

Kepala Kanwil DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan) mengirimkan
kepada direktur keuangan dan kepada direktur perbendaharaan negara paling
lambat dalam waktu 20 bulan berikutnya berdasarkan daftar saldo rekening di
tingkat KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

Tentang penyusunan saldo rekening tingkat nasional oleh Dirjen
Perbendaharaan dan Direktur Bendahara paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya berdasarkan daftar saldo rekening milik KPPN (Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara).

Pelaporan rekening ini dibantu dengan aplikasi pengelolaan rekening yang di

kembangkan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan seperti Sistem Pengelolaan

Rekening Terintegrasi (SPRINT), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).Pengendalian
Rekening oleh Kuasa BUN

Pengendalian rekening memiliki fungsi sebagai persetujuan atau penolakan

pembukaan rekening, perintah blokir, mencabut blokir dan penutupan rekening

milik Satuan kerja lingkup Kementrian Negara atau Lembaga. Berikut tugas-tugas

Direktorat Jendral Perbedaharaan dalam mengelola rekening:

1.

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) melakukan pengawasan,
pengelolaan seluruh rekening, dan memberikan pembinaan terhadap satuan

kerja pengelola rekening
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2. Kantor Wilayah Ditjen Keuangan memberikan saran kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara dan satuan kerjanya tentang pengelolaan
rekening.

3. Direktorat Jenderal Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola dan mengurus rekening-

rekening satuan kerja.
2.4.3.2 Rekonsiliasi Rekening

Saat melaksanakan rekonsialisasi Direktorat Jendral Perbendaharaan dan
KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan Kementrian Lembaga
atau Lembaga atau Satuan Kerja melakukan beberapa kroscek data-data seperti;
kode bagian anggaran, kode satuan kerja, nomor rekening, nama rekening, nama
bank tempat pembukaan rekening dan jenis rekening. Sedangkan, untuk
pelaksanan rekonsialisasi Direktorat Jendral Perbendaharaan dan KPPN (Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan bank umum melakukan perbandingan
data yaitu nama, nomor rekening dan saldo rekening. Jika muncul perbedan data

dengan data Bank Umum maka, harus dapat dijelaskan serta ditindaklanjuti.

Tabel 2. 3 Flowchart prosedur rekonsialisasi rekening satuan kerja.

Satuem Kerja Monzalel Kantor Pelsvanan
FPerbendabarsan Negara (KFPN)
O C
SISTEM BIONEAKTI
SAKETI ummk OTOMATIS
mnerekam
mramsakai |
MIDUL GLP Raekonziliasi Fekonziliasi
Droses validasi Sa kA BERBEDW
& posting jumal T I
Prozes Proses
Fekonsilizz Fekonsiliza:
Selezad Belum selesai WOMTEARTL MOMEAETT
T
. (Pers=hrjuan (Parzenmjum
Terbit Surat & E
el Ralkar DI Eskon DI
Bakonsiliasi TOLAFD) SETUTLL)
D ) ®
MIONSAETI Eesalahan Eesalaham
. SPAM SAKTI
Parzenujiam
Fekonsizlizasi

Sumber: Prosedur rekonsiliasi satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
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Keterangan:
MONSAKTI (Aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).
SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Modul GLP (Modul General Ledger Pelaporan) yang berkaitan dengan akuntansi
dan pelaporan.
2.4.3.3 Hasil dan Tindak Lanjut Rekonsialisasi

Hasil Rekonsialisasi data rekening yang di proses oleh Direktorat
Jendralperbendaharaan dan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
dengan Santuan Kerja atau Kementrian Negara atau Lembaga serta Bank Umum
dituangkan dalam dokumen Berita Acara Rekonsialisasi (BAR) yang ditanda
tangani oleh pihak tertentu.

Temuan perbedaan yang ditemukan dari hasil rekonsialisasi yang dilapirkan
pada berita acara rekonsialisasi dan ditindak lanjuti oleh dua belah pihak. Berikut
temuan hasil rekonsialisasi:

1. Tercatatnya nama rekening di satuan kerja yang berbeda dengan rekening
koran sehingga terjadi kesalahan data Ditjen Keuangan dan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.

2. Terdapat perbedaan antara nomor rekening dan rekening koran, data
informasi satuan kerja dan data keuangan Ditjen.

3. Ditemukan rekening yang tidak terdaftar pada rincian rekening Ditjen

Keuangan.
2.4.4 Blokir Rekening dan Pencabutan Rekening

Pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Kuasa BUN (Bendahara Umum
Negara) di sebabkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Pemimpin BLU(Bendahara
Layanan Umum) tidak menyampaikan laporan saldo rekening setiap bulannya.
Sebelum terjadinya pemblokiran Kepala KPPN (Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara) selaku kuasa BUN (Bendahara Layanan Umum) di
Daerah menyampikan peringatan kepada kepala satuan kerja atau pimpinan BLU
(Bendahara Layanan Umum) untuk segera menyampaikan laporan saldo rekening.
Jika tidak menyampaikan laporan saldo rekening maka kepala KPPN (Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara) memblokir rekening tersebut. Pemblokiran
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rekening tersebut berlaku sampai dengan satuan kerja melaporkan kembali
laporan saldo rekening dan kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara) mencabut pemblokiran rekening.

2.4.5 Penutupan Rekening

Penutupan rekening merupakan masalah penting dalam pengelolaan
pengendalian rekening, penutupan rekening dilakukan pada saat rekening habis
dipakai, seperti: Biaya anggaran yang dikeluarkan. Penutupan rekening adalah
tindakan pengendalian untuk mencegah penumpukan rekening. Rekening
ditutup dengan surat kuasa satuan kerja dan BUN (Bendahara Umum Negara).
Berikut Prosedur Penutupan Rekening dan wewenang peraturan Penutupan
Rekening oleh3 pihak:

Tabel 2. 4 Flowchart prosedur Penutupan Rekening Sataun Kerja di Lingkup KPPN

Satuan Kerja Mitra Bank Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara

Daftar rekeqing Daftar rekening
Koran yang ditutup Koran yang ditutup

Daftar rekening
Koran yang ditutup

Surat Kuasa Surat Kuasa dari
dari BANK BANK

Satuan Kerja
mendatangi mitra
bank saat

Laporan Penutupan
Rekening

membuka rekening

Proses
Monitoring
¢«
_ Ditolak Disetujui
Satuan Kerja
melaporkan l
penutupan kepada Disetujui oleh
KPPN Daerah kepala seksi Bank

Selesai

Sumber: Prosedur Penutupan Rekening Satuan Kerja KPPN Bandar Lampung.
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2.4.5.1 Penutupan Rekening oleh Satuan Kerja

Rekening yang tidak terpakai harus ditutup untuk mengelola pengendalian
satuan kerja. Jika, kepala satuan kerja atau kepala BLU (Badan Layanan Umum)
menemukan rekening yang tidak sesuai dengan perannya, maka rekening
tersebut harus ditutup. Jika rekening memiliki saldo, saldo tersebut harus
ditransfer kepada Perbendaharaan. Setelah penutupan rekening, kepala satuan
kerja atau kepalaBLU (Badan Layanan Umum) melaporkan penutupan rekening
tersebut kepada perwakilan BUN (Bendahara Umum Negara) setempat yang
menyatakan penutupan rekening tersebut. Rekening berupa surat keterangan
tertulis dari bank umum, bukti sisa transfer ke Kas Negara.

2.4.5.2 Penutupan Rekening oleh Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara)

Kewenang yang dilakukan oleh Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara)
dalam menutup rekening sebagai berikut:

1. Rekening termasuk dalam status rekening pasif
2. Penutupan yang diakibatkan oleh pelanggaran yaitu:
a. Rekening dibuka tanpa tujuan;

b. Rekening dibuka tetapi tidak melaporka kepada Kuasa BUN
(BendaharaUmum Negara) di Daerah atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara;

c. Rekening digunakan tidak sesuai dengan tujuan rekening saat di buka.

3. Terhadap pelanggaran tersebut Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara)
berhak menutup rekening dan memindahkan saldo rekeningnya kapada Kas
Negara.

4. Penutupan rekening dengan tujuan pengelolaan kas dengan cara memindah
bukukan.

5. Penutupan rekening dengan tujuan untuk menertibkan dalam pengendalian
rekening.(Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang

Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja, N.D.)



BAB Il1
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Deskriptif adalah penjelasan penemuan atau deskripsi secara jelas dan rinci
(wawancara, observasi dan dokumentasi), sedangkan kuantitatif adalah penelitian
kualitatif dengan menggunakan landasan teori sebagai pedoman agar fokus

penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

Penulis menggunakan metode penelitian deskritip dan kualintatif yang
berdasarakan dengan sumber data observasi lapangan dan data hasil wawancara

dengan staf Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari sumber asli berupa opini
dariindividu atupun kelompok yang dihasilkan dari observasi dan wawancara
serta hasilnya di jadikan bukti fisik. Dalam hal ini, penulis menggunakan data
primer dikaranakan penulis terjun kelokasi lapangan secara langsung
mengobsevasi instansi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari pihak kedua atau ke tiga.
Data ini, bersifat historis yang hasilnya berupa dokumen atau data yang secara
tidak langsung. Penulis menggunakan metode ini dikarnakan penulis

membutuhkan dokumen historis untuk mendukung penelitian tersebu
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode pendukung dalam kelancaran
penulisan. Penulis menggunakan 3 metode yaitu:
1. Metode Observasi
Metode ini dilakukan dengan mengamati kondisi lapangan yang terjadi pada
seksi bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.
2. Metode Wawancara
Metode ini dikumpulkan dengan Cara memberikan beberapa pertanyaan
secara langsung pada seksi staf bank yang memiliki kewenangan di Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar lampung.
3. Metode Dokumentasi
Metode ini dikumpulkan dengan temuan dokumen yang dimiliki oleh peneliti
saat melakukan observasi di lapangan yang berlokasi di Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.

3.4 Objek Kerja Praktik
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi:
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Pelayanan
Pembendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung yang Bertempatan di JL.Gatot
Subroto No0.91, Tj, Gading, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung
35128.

Waktu Kerja Praktik:
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan pada Rabu, 4 Januari
2023 sampai dengan Jum’at, 10 Februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahan
2.4.5.3 Profil Singkat KPPN Bandar Lampung

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah unit eselon 11 di
lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Lampung.
KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) merupakan Kantor pelayanan

publik yang dinaungi oleh Direktorat Jendral Perpajakan. Pada tahun 1970 saat
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didirikannya disebut dengan Kantor Bendahara Negara. Pada tahun 1980 berubah
menjadi Kantor Kas Negara. Pada tanggal 3, Juni 2008 Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung diresmikan sebagai salah satu
bentuk implementasi dan reformasi milik pemerintah dibidang kauangan sebagai
usaha pemerintah menciptakan tata kekola pemerintah yang baik atau disebut
dengan good governace dengan memberikan pelayanan kepada satuan kerja atau
satker dan masyarakat secara akurat, pelayanan yang cepat dan pelayanan tidak
dipungut biaya. Perkembangan yang dilakukan oleh kementrian keuangan
khususnya Direktorat Jendral Perbendaharaan tidak hanya menyempurnakan
organisasinya tetapi, pada proses bisnis dan mengoptimalkan Information
Technology serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diarahkan
ketingkat global yang bermanfaat untuk bisa bersaing dengan lembaga pemerintah
lainnya.(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.)

7-N

BANDAR LAMPUNG

Gambar 3. 1Logo KPPN Bandar Lampung

Sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandarlampung/id/

2.4.5.4 Visi dan Misi KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
Visi:

Menjadi pengelola perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat dunia dalam
rangka mendukung visi kementrian keuangan ‘“Menjadi pengelolaan keuangan
negara untuk mewujudkann perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif,
inklusif, dan berkeadilan.”

Misi:

Mendukung misi kementrian keuangan nomor 3 (memastikan belanja negara yang
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berkeadilan, efektif, efisien dan inovatif dengan resiko minimum), melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien dan optimal;

2. Mendukung kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang Efisien, akuntanbel:

3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel,
transparan, andal dan tepat waktu;

4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif
(mengikutertakan), dan berkelanjutan;

5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan badan layanan umum yang
inovatif dan modern;

6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi

informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.
2.4.5.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan yang saling hubungan antara masing-
masing departemen dan tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi atau bisnis
dalam melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Komposisi Struktur organisasi diketahui berdasarkan informasi dari bagian

kepegawaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bandar Lampung.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
BANDAR LAMPUNG

KEPALA KANTOR
KEPALA ||| 1ABATAN
KASUBAG UMUM FUNGSIONAL
[ I T |
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SESKSI et
MSKI VERA BANK NCAIRAY

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar
Lampung

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung Bandar lampung
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Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas membina, mengawasi, mengkoordinasikan,

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya agar tetap sesuai dengan

peraturan Perundang-undangan dan standar operasi prosedur (SOP) yang

sudah ditetapkan. Tugas Kepala Kantor KPPN secara umum sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)
5)

Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya agar sesuai dengan standar
operasi prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.

Memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan
petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas bawahannya terkait dengan output
pekerjaan, kedisiplinan pegawai dan operasional Kantor.

Melakukan sosialisasi peraturan terhadap bawahannya.

Melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan dalam rangka

penegakan kedisiplinan kepada bawahannya.

Sub Bagian Umum

1)

2)

3)

4)

5)

Melakukan pengelolaan organisasi, Kkinerja, Sumber Daya Manusia
(SDM), dan keuangan,

Melakukan penatausahaan akun pengguna (user) Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi (SAKTI),

Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja
(PK), Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN),

Melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga, melakukan
penyusunan dan pelaporan beban kerja, implementasi budaya organisasi,
dan

Melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi
Publik (KIP).

3. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
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4. Seksi Pencairan Dana

1)

2)

3)

Melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar
(SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
Badan Layanan Umum (BLU), penerbitan Surat Tanggapan Koreksi,
Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan
belanja pegawai satuan kerja, melakukan pengesahan hibah langsung
dalam bentuk uang, serta

Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja.

5. Seksi Bank

1)

2)

3)

4)

Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), fungsi pengelolaan kas (Cash
Management), penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening
pemerintah, penatausahaan penenmaan negara, penyelesaian retur,
pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara, konfirmasi dan
koreksi data transaksi penerimaan, fungsi layanan bantuan (Helpdesk)
penerimaan negara.

Monitoring dan evaluasi bank/ pos persepsi, pengelolaan dokumen
sumber dart analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK), pembillaan
dan pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
supervisi implementasi sistem pengelolaan kas (Cash Management
System) pada rekening bendahara.

Monitoring dan evaluasi kredit program.

6. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

1)

2)

3)

4)
5)

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan
keuangan.

Penyusunan laporan keuangan kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
tingkat unit akuntansi kuasa bendahara umum negara (uakbun)-daerah.
Pelaporan realisasi dan analisis Kkinerja anggaran, pembinaan
pertanggungjawaban bendahara, rekonsiliasi data rekening pemerintah,
Penyusunan laporan saldo rekening pemerintah,

Pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang, dan
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Penerbitan dokumen pengembalian penerimaan.

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)

1)

2)

3)

4)

5)

Melakukan ~ pembinaan dan  bimbingan  teknis  pengelolaan
perbendaharaan, supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI), asistensi teknologi informasi clan komunikasi eksternal,
Melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna
layanan (Customer Relationship Management),

Melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan
(Treasury Management Representative), pengelolaan pelayanan
perbendaharaan dan rencana penarikan Dana.

Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,
pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut
hasil pemeriksaan,

Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, koordinasi
penyelenggaraan manajemen mutu layanan, fasilitasi sertifikasi
bendahara, fasilitasi pemerintah daerah dan kerjasama pihak dengan
lainnya, monitoring penerimaan Dana transfer, koordinasi pemberian
keterangan saksi atau ahli keuangan negara, serta pelaksanaan program
Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBK atau WBBM).



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis memperoleh kesimpulan
mengenai “Prosedur Monitoring Terhadap Pengawasan Rekening Satuan Kerja di
Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung” sebagai
berikut:

Prosedur monitoring dalam pengawasan rekening milik satuan kerja di
lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung, berjalan
sesuai dengan prosedur dan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
Lingkup Kementrian Negara atau Lembaga. Namun, masih terdapat kendala saat
melakukan prosedur monitoring rekening satuan kerja. Kendala tersebut tidak
menjadi masalah yang sulit sebab kendala tersebut dapat diatasi dengan baik oleh
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung. Kendala tersebut
berupa pembukaan rekening, penutupan rekening dan laporan saldo tiap bulan.
Kendala yang ditemukan saat monitoring tersebut dapat diatasi oleh pihak Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan membangun komunikasi, sosialisasi
dan koordinasi dengan pihak satuan kerja. Oleh sebab itu, dengan pengawasan
monitoring sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada dapat mencegah
tindakan korupsi, dan tindakan menyimpang yang dapat merugikan pihak lain.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar lampung menjalankan
tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada dan menjalankan fungsinya dengan
baik. Efektifitas tersebut ditemukan pada hasil monitoring laporan saldo rekening
yang dilaporkan pada bulan desember 2022, dari data tersebut banyak satuan kerja
telah melakukan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang diharapkan, walaupun

masih ada satuan kerja yang tidak mematuhi peraturan oleh sebab itu monitoring
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terhadap pengawasan rekening satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Bandar Lampung tergolong cukup efektif.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah dibahas pada

penelitian ini, maka saran yang diberikan yaitu:

1. Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diharapkan teliti dalam
melakukan prosedur agar memudahkan pegawai selanjutnya.

2. Meningkatkan standar kualitas pegawai agar pelayanan pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara berjalan dengan baik.

3. Meningkatkan standar kualitas atas kepatuhan satuan kerja agar dapat
memudahkan dalam monitoring

4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada mitra kerja, satuan kerja serta
mitra bank agar menciptakan koordinasi yang baik dan membantu prosedur

monitoring berjalan sesuai dengan strategi.
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WAWANCARA

Narasumber 1

Nama : Safanisa Catleya A.
Jabatan :Staf Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar
Lampung

1. Apakah prosedur monitoring dalam mengawasi rekening satuan kerja berjalan
dengan baik dan apakah satauan kerja telah melakukan sesuai dengan peraturan
yang ada ?

Jawaban:
Sudah, karena kami melakukan sesuai dengan SOP atau peraturan yang ada,
jika terjadi keraguan pihak kami bisa langsung mengkonfirmasi melalui web

milik kementrian keuangan yaitu hai.kemenkeu.go.id

2. Menurut narasumber apa saja kendala yang ditemukan saat melakukan
pengawasan monitoring rekening satuan kerja ?
Jawaban:
Dalam mengawasi monitoring tersebut tentunya berbagai kendala yang
ditemukan saat monitoring yaitu kendalanya saat satuan kerja tidak melaporkan
penutupan rekening, satuan kerja tidak menindak lanjut terhadap rekening yang
dibuka melelui sprint, lupa memiliki rekening yang harus dilaporkan tiap
bulannya, tidak paham dengan pengelolaan rekening dan adapun kendala yang

tidak terduga saata melakukan monitoring.
3. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh seksi bank jika terjadi ketidak sesuaian

dalam dokumen pembukaan rekening, penutupan rekening, laporan saldo dan

dakumen lainnya ?
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Jawaban :

Berkoordinasi dengan satuan kerja untuk memudahkan dalam menerbitkan
informasi, menegur satuan kerja untuk memperbaiki berkas yang salah,
membantu satun Kkerja atas ketidak pahaman dalam mengelola rekening, dan
melakukan sosialisai atas pengelolaan rekening tersebut.

. Menurut narasumber apakah Efektifitas terhadap prosedur menitoring rekening
stauan kerja di lingkup KPPN Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik?
Jawaban :

Sudah efektif karena berbasis Information Technology (IT) seperti penggunaan
aplikasi sprint memudahkan monitoring dan social media pun bisa membantu
prosesnya monitoring walupun ada beberapa proses tidak menggunakan
teknologi, dan hal tersebut efektif pada prosedur rekonsiliasi terutama laporan
saldo rekening satuan kerja jika ditemuakan rekening yang tidak dilaporkan
maka, akan dilakukan teguran.
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Narasumber 2
Nama . Bela Safitri
Jabatan : Staf Pencairan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Bandar Lampung

5. Apakah prosedur monitoring dalam mengawasi rekening satuan kerja berjalan
dengan baik dan apakah satauan kerja telah melakukan sesuai dengan peraturan
yang ada ?

Jawaban:

Sudah, karena melakukan sesuai dengan peraturan yang ada, dan dari pihak
Kantor Pelayanan Perbendahaaran Negara (KPPN) pun melakukan sosialisasi
terhadap pengelolaan rekening, jadi mudah untuk memahami. Walaupun masih
ada satuan kerja yang tidak paham dengan pengelolaanya biasanya dari pihak
seksi bank KPPN di bantu.

6. Menurut narasumber kendala yang ditemukan saat melakukan pengelolaan
rekening satuan kerja ?
Jawaban:
Untuk saat ini belum ada kendala tetapi kendala tersebut sifatnya bisa tidak
terduga karena dalam mengelola rekening tersebut satuan kerja harus teliti,
tidak terburu-buru dan memiliki pengalaman dalam mengelola rekening
tersebut. Oleh sebab itu kembali lagi pada kemampuan satuan kerja masing-

masing.

7. Bagaimana tindakan bagi satuan kerja jika terdapat dokumen yang tidak sesuai
yang telah dilakukan oleh pihak Seksi Bank KPPN pada proses monitoring
dokumen tersebut ?

Jawaban:
Jika berkas kami terdapat kendala, pihak KPPN menghubungi kami apa saja
kesalahan dari berkas kami, jika kami tidak paham pihak KPPN memberi

prosedur dan peraturan yang benar, dan jika ada berkas yang harus dilaporkan
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kepada pihak KPPN mereka akan memberitahu kami melalui social media

kami maka, satuan kerja melaksankan apa yang ditugaskan oleh KPPN.

. Menurut narasumber apakah Efektifitas terhadap prosedur menitoring rekening

stauan kerja di lingkup KPPN Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik ?
Jawaban:

Sudah efektif karena dipermudah dengan teknologi dari pihak KPPN
memperbolehkan satuan kerja untuk mengirimkan berkas laporan saldo
rekening, pembukaan rekening, penutupan rekening dan berkas lainnya melalui
gmail resmi KPPN dan satuan kerja memiliki sarana komunikasi dengan staf
KPPN.

KESIMPULAN

1.

Saat melakukan monitoring dalam pengawasan rekening satuan kerja sudah

berjalan dengan baik dengan peraturan yang ada.

. Dalam monitoring pengawasan rekening satuan kerja ditemukan kendala dari

dua pihak

Solusi terhadap kendala yang ditemui dapat diselesaikan dengan saling
berkomunikasi dengan baik dan bersosialisasi dengan satuan kerja.

Hasil dari ke 2 narasumber disimpulkan bahwa prosedur monitoring terhadap

rekening satuan kerja di KPPN Bandar Lampung sudah efektif.



Jenis Rekening Satuan Kerja dari Aplikasi SPRINT
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NO. lIzin Nama Satuan Nama Jenis Rekening Status
Kerja Rekening Rekening
S- BALAI BESAR BPNO17 Rekening Normal
2792/WPB.08/K | TAMAN .
BALAI BESAR | Penerimaan

P.017/2015 NASIONAL BUKIT

BARISAN SELATAN | TNBBS
S- BADAN PUSAT BPG017 BPS Rekening Tutup
1700/WPB.08/K | STATISTIK KAB. KAB. LAMPUNG | Pengeluaran
P.017/2015 LAMPUNG SELATAN

SELATAN
S- INSTITUT BPGO017 ITERA | Rekening Virtual | Normal
80/WPB.12/KP. TEKNOLOGI Pengeluaran

SUMATERA
03/2021
S- UIN RADEN RPL 017 BLU | Rekening Tutup
1232/WPB.08/K INTAN Bandara Radin | Lainnya
P.0104/2018

BANDAR Inten 1l untuk

LAMPUNG OPS

Sumber: Data Rekening Satuan Kerja pada Aplikasi SPRINT KPPN Bandar Lampung,

2023
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BADAN PENGAWASAN PENILINAN UMUN
PROVINGS LAanPuNE

JI Pulau Morotai No. 89 Jagabaya Way Halim- Bandar Lampung
Laman : wwe bewisly: lampungpros .

Nomor 376/KU.01 001LA/12/2022 Bandar Lampung 30 Desember 2022
Sifat . Segera

Lampiran © Satu (1) Berkas

Hal . Laporan Penutupan Rekening

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung
di-
Bandar Lampung

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan
Rekening Millk Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor : S-
1586/KPN.0801/ 22 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINS| LAMPUNG dengan ini kami laporkan bahwa Rekening :

Nomor . 0358.01.002601.30.4

Nama Rekening - RPL 017 PDHL BAWASLU PROVINSI LAMPUNG UNTUK HIBAH NO.
REG.2AEAGETA

Bank : Bank Rakyat Indonesia Cabang Pringsewu

Telah ditutup pada tanggal 04 Oktober 2022, dengan sisa saldo Rp.0.-

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembusan :
PIt. Sekretaris Jenderal Bawaslu Rl
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LAPORAN TRANSAKSI
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UNTUK {
JL MELATI 3 NO 3 PRINGSEWU
TIMUR Rt.00/0¢ NGSEWU
PRINGSEWU
No. Relening . U35801000601304 Unit Kerja +  KC Pringsevas
Nama Produk Giro Rex Pemerintah Aamat UnR Kerja . 3L A Yan No. 495
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tALieA
¥ P Moroda No 89 Subabumv - Dandar | ampung
Laman amal
Nomor QUM TKRLI 01T 001 AD12000 Bandar Lampung 31 Januan 2023
St Panting
Lampaan 1 (satu) rangkap V
Hal Permohonan Per an Pembukaan Rek

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A1 Bandar Lampung

di
Bandar Lampung
Menunuk Peraluran Menlen Keuangan Nomor 182/PMK 052017 lentang Pengelolaan Rekening Ml

Satuan kena hngkup Negarall ga. dengan i kami mengajukan permohonan persefujuan

pembukaan Rekening sebagai benkut

1 Tupuan Penggunaan Unluk Menampung Dana Pemilu Kegialan Badan Ad Hoc
Penyelenggara Pemitu Dalam Negen

2 Mekanisme Penyaluran Dana Dana pemilu unluk kegiatan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemiu Dalam
Negeri akan disalurkan langsung dan RDP ke masing-masing rekening giro
Panwaslu Kecamatan -

Apabila permohonan persetujuan pembukaan Rekening ini disetujui, maka kami akan memenuhi semua
xetentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas

Demikian disampaikan unluk dapat ditindaklanjuli sebagaimana meslinya Alas kenasama yang baik
dcapkan terima kasih

KEPALA SEKRETARIAT
ELAKU
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DAFTAR PERMOHONAN DAN PEMBUKAAN REKENING SATKER
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
SATUAN KERJA
JENIS REKENING BANK | CABANG
Resenng Dana Pemiu Bawasty Prowns Lamgung PT Bank Rakyal indonesia ‘umrmm
v Dara Perdy Bawash Sek PT Bank "Kantor Cabang Kahanda
Renenng Dara Pemiu Bawasiy Kabupaten Lampung Tengah PT Bank Rakyatindonesa | Kanior Cabang Bandar Jaya
Resenng Dana Pemiu Bawasiy Kabupalen Lampung Uiara a T
e Dire P B pais gy o
Renpmng Dana Pemiu Bawasiv Kadupaten Tulang Bawang
Renemng Dana Pemiy Bawasiy Katupaten Tanggamas.
Senarng Dana Pemiu Bawss Kaouwpaten Lampung T~
Bron e Dana Pemiu Bawasiu
Sese-ng Dana Permsy Bawasiu Kabupaten Pringsewy * PT Bank Rakyatindonesia | Kantor Cabang Progsewy
Peve ng Cara Peme Bawasy Kabupaten Mesup 7 PT Bam Rakyalindonesia | Kantor Cabang Tuang Bawang
Fuanarng Dana Pamiy Bawssn Kabupaten Tuiang Bawang Barat  PT Bank Rakyat Indones:a ‘Ii’-r.-.w'ru
v Dana Pemiu Bawasiy Kabupaten Sesns Barat P Kantor e
Zaeer ; Dana Pamis, Bawasiy Ko Meto PT Bank

Lampir setyuan
Nomor 041/KU 01.00AA01/2023
Tanggal 31 Januan 2023
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‘) BAWASLU

WAGAS PEmUAmAL Aaml AN UM
reu s ims .

£ P Morota No B9 Sonabwrn  Danda | aoguing
L aman gove

SURAT KUASA
Nomor - 042/KU) 01 K04 AN12027

N i) berandatangan drbawai iy
Nama Widodo Wuryanto SH” M S
Ni# 19701204 196009 1 001
Jabatan  hepata Sekretanal selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Pada Sekretanal Bawaslu Provinsi Lampung
Membenkan kuasa penuh kepada

1 Direktur Jenderal Perbendaharaan cq Oweklur Pengelolaan Kas Negara selaky Kuasa Bendanara 'Jmum
Negara Pusal. dan

2 Kepala Kanlor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di
Daerah

unluk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menlen Keuangan Nomor
182/PMK 05:2017 tentang Pengelalaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementenan Negara/Lembaga atas selurub
Rekening kalegon pemenntah pusal pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Sekretanal Bawasiu Prowins:
LampunqmwmnamwammummmmmmmyWWWam

1 Memperoleh segala informasi mengenai Rekening,
2 Melakukan blokir atas Rekening; dan
3 Menulup Rekening dan memindahbukukan saldo ke Rekening Kas Umum Negara

Surat Kuasa ini berlaku selama diperiukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah
sebagaimana dimaksud di atas

Demikian digunakan unluk dipergunakan sebagaimana meslinya

Bandar Lampung, 31 Januan 2023
KEPALA SEKRETARIAT




DAFTAR PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PEMBUKAAN REKENING SATKER
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Lampiran Surat Kuasa
Momor  DAZ/KU 01 00AA01/2023
Tanggal 31 Januan 2023
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SATUAN KERJA
44 JENIS REKENING BANK i CABANG SUMBERDANA  THP (v ATAU X)
Semewg Semema L3ve Sesenng Dang Pemiy Bawashy Prowns Lampung TPT BankRakyallndonesia | Kankor Cabang Taryung Karang ! R ™
Senne: Semenizh Lama Askenng Dang Pemi Bowasly Katupaten Lampung Selatan  PT. Bank Rakyatlndonesia | Kanior Cabang Kafianda [ ™
© Ssene; Sgmemmt Lanwve  Rekenng Dara Pemiu Bawasly Kabupaten Lampung Tengah | PT. Bank Raky | Kantor Cabang Bandar Jaya RN ™
4 Zeesm; Seme-mmr 3w Smanmg Dana Pemiu Bawasiy Kabupaten Lampung Utara | PT Bank ! Kantor C: otaby TR ™
¢ Semews femeizt La~va Resenmg Dana Pemi Bawasiy Kat B: ~ TPT BankR sa | Kamor CabangLwa ) RM ™
© Zmews Seme Lavva Rekenng Dana Pery Bowasty Kobupalen Tuang Bawang | PT BankRakyatindonesia | Kanir Cabang Tuiang Bawang | R e
Zeminm; e _3ovs Renenng Dana Pemiy Bawasi Kabupaten Tanggamus | PT BonkRakyatindonesia _ Kantor Cabang Pringsews | RM e
e ane; Sememz _avya Rexeing Dana Pemiu Bawasi Kabupaten Lampung Timur 7LF}W* t Indanes: il;ﬁ" g Sy M ] ™
“anenn; “eme-=2 3ove Rexering Davs Pery Bawaslu Kabupaten Way Kanan "PT Bank Rakyatindonesia | Kakr Cabang Pembanty BlambanganUnpu R T ow
Se g amwm avvva Reening Dana Pemiy Bawasiy Kabupaten Pesawaran TPT Bank Rakyatindonesia | Kankr Cabong Pembanty Gedong Tataan | RM ™
Zemec Seme <@ a--ve Ressnng Dana Pemiy Bawasi Kabupaien Pngsewy | PT BarkRokyatindonesia | KanlorCabang Pringsewy S s e
I Zmew;ceme = ave Feenng Dana Pemiy Bawask Kabupaten Mesuy TPT BankRakyatindonesia | Kantor Cabang TuangBawang  RM ™e
| Gmser, “we @ avvye Feenng Dana Pemiy Bawash Kabupaten Tuang Bawang Barat  PT Bank Rakyatindonesia inﬁcanmm?m Z “RM ™
& Zgpnrg Seme wr aovva Ssrewng Dana Pemily Bawashy Kabupaten Pesisr Barat " PT BankRal % TRM ™
“greers See <@ 2~ Fesenang Dana Pemiv Bawasy Kota Meto " PT. BankRa “RM ™

Utama MudalV ¢
1204 199009 1001
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g9 BAWASLU

rroy:
‘adPyag

i
Ed
el |

2 iun‘:"—-m L] ..._:-

b Nomor T BAY/K
Sifat : S.W.U 01.00/LA01/2023 - ;
Lampisn  terdampir
/ - * Parmohonan Persetujuan Pembuksan Rekening
Yth. Kepala Kantor ansn
¥ Di 8ander lewhqu.y Perbendaharaan Negara Bandariampung

Sstual uangan Ml
e eraturan Menteri Ke Nomor :182/PMK 05/2017 tentang Pengaiolasn Rekening
n Kerja lingkup Kementerian Negsras Lembaga, dengan Ini kami mongo}:un pumohonlﬂ
juan pembukaan Reksning sebagaimans terlsmpir dengen keterangan ssbagai beriki
1. Tujuen Penggunean : terampir
2. Mekanisme P.n”mn Dana : terls r
= maka kami skan memenuhl semua

Apabiia permohonan persetujuan pembukaan Rekening Inf diestulul
ketentuan yang diatur dalam Peratursn Menteri Keuangan tersebut di stes

Demikian disampetkan, atas kerjssama yang baik diucapksn terimakasih.
Kuasa Pengguna Anggaran
=5E

e e
WIDODO WURYANTD, SIP)
NIP 19701 2041990091001




N " )
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
o KANTOR WILAYAH PROVINS| LAMPUNG
NTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

BANDAR LAMPUNG
JALAN JENDERAL GATOT SOEBROTO. NO 91 BANDAR LAMPUNG 36128

TELEPON (0721) 262071 281717, FAKSIMILE (0721) 262267 259518
EMAIL bandarampung! 7@amail com, SITUS www kppnbandariampung org

rg?mor S-  /KPN.0B01/2022 2/212023

ifat Segera

Lampiran .

Hal . Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya (Penampungan Sementara)

Atas Nama SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG - 686264

Yth. KPA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG (686264)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan No.182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan
Rekening Milik /Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara
tanggal 31 Januari 2023 Nomor 0041/KU.01.00/LA/01/2023 hal Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa -

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan sejumiah 15 (lima belas) rekening untuk
keperluan Menampung dana pemilu (RDP) sebagaimana terlampir.

2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung

jawab Saudara sepenuhnya.

3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :

a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak
terbitnya surat persetujuan

b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada Kepala KPPN paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi
digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan
rekening

e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu)
tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :

a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal

penerbitan surat persetujuan ini

Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.

Rekening tidak digunakan sesuai tujuan pembukaan.

Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui Kuasa BUN
Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian rekening.

eaooT

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal di terbitkan
dan Salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

IVKODE REGISTER
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DAFTAR PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING (KOLEKTIF)
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Lampiran Pﬂm Rdmnhg Lﬂf'!yl
Atas Nama Bawaslu Provinsi Lampung 686264
Nomer i8S~ /KPN.0801/2023
Tanggal 2 Februari 2023
No Jenis Rekening Nama Rekening Bank Cabang TNP (V | Keterangan
atau
;| Lainnya (Penampungan Sementara) RPL 017 PS BAWASLU PROV LPG UNTUK RDP BRI KC Tanjung v -
Bawaslu Provinsi Lampung Karang
2 Lainnya (Penampungan Sementara) RPL 017 PS BAWASLU KAB LPG SELATAN BRI KC Kalianda v -
Bawaslu Kab. Lampung Selatan UNTUISRDP.
3 Lainnya (Penampungan Sementara) RPL 017 PS BAWASLU KAB LPG TENGAH BRI KC Bandar v -
Bawaslu Kab. Lampung Tengah UNTUK ROP Jaya
4 Lainnya (Penampungan Sementara) RPL 017 PS BAWASLU KAB LPG UTARA UNTUK BRI KC Kotabumi v -
Bawasiu Kab. Lampung Utara ROP
5 Lainnya (Penampungan Sementara) | RPL 017 PS BAWASLU KAB LPG BARAT UNTUK BRI KC Liwa v -
Bawaslu Kab. Lampung Barat ROP.
6 | Lainnya (Penampungan Sementara) | RPL 017 PS BAWASLU KAB TUBA UNTUK RDP BRI KC Tulang v =
Bawaslu Kab. Tulang Bawang Bawang
Lainnya (Penampungan Sementara) RPL 017 PS BAWASLU KAB TANGGAMUS BRI KC Pringsewu \ -
Bawaslu Kab. Tanggamus UNTUK HOP
Lainnya (Penampungan Sementara) RPL 017 PS BAWASLU KAB LPG TIMUR UNTUK BRI KC Metro v -
Bawaslu Kab. Lampung Timur RDP
| 9 | Lainnya (Penampungan Sementara) 1 RPL 017 PS BAWASLU KAB WAY KANAN UNTUK BRI K&fwn v §
Bawaslu Kab, Way Kanan ROP Umpu
Ir 10 | Lainnya (Penampungan Sementara) RPL 017 PS BAWASLU KAB PESAWARAN BRI KC?mGomn v -
| Bawasiu Kab. Pesawaran P 5
! 11 | Lainnya (Penampungan Sementara) | RPL 017 PS BAWASLU KAB PRINGSEWU UNTUK BRI KC Pringsewu Vv -
1 Bawaslu Kab. Pringsewu REY;
; 12 | Lainnya (Penampungan Sementara) | RPL 017 PS BAWASLU KAB MESUJI UNTUK RDP BRI Kg."l"'u:sg v -
| Bawaslu Kab. Mesuji
[ 13 | Lannya (Penampungan Sementara) RPL 017 PS BAWASLU KAB TUBABA UNTUK BRI KCP Tubaba v -
RDP
{ Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat
| 14 Lainnya (Penampungan Sementara) RPL 017 PS BAWASLU KAB PESISIR BARAT BRI KC Liwa v -
INTUK RDP
; Bawasiu Kab. Pesisir Barat u
= 0 UNTUK BRI KC Metro v -
Penampungan Sementara RPL 017 PS BAWASLU KOTA METR
’ 15 | Lainnya ( ) RDP
| Bawaslu Kota Metro

NIP 197008051997031001




KOMANDO DAERAH MILITER ISRIWIJAYA
KOMANDQ RESORT MILITER 043/GARUDA HITAM

Nomor B/ 24 ni2023

Klasifikasi Biasa

Lampiran 1 (Satu) Lembar

Perihal Laporan Saldo Rekening Koran

Bulan Desember 2022

A. Menunjuk  Peraturan Menteri Keuangan !

Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Sal.

2 Surat Kepala KPPN Bandar Lampung I

Tanggal, 09 Juni 2015 Hal Laporan saldo Rekenina |
3 Sehubungan hal tersebut diatas, berszm~

Desembeer 2023 an. BPg 017 Korem 043/Gala
Terlampir)

4. Demikian disampaikan untuk dapat dimak!

&Qeao v

023

da

la K
tar |-

tentang
17/2015

) 1 Bulan
riw j Koran

nSeanner
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U.  FORMAT LAPORAN SALDO REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
LAPORAN SALDO REKENING
<nama satuan kerja>
PER <tanggal/bulan/tahun pelaporan>

Satuan Ke:
- umn lukcnln;m Bank Kode Perse ing| Tanggal | o140 ite
1 llomor] Nama I l Transaksi rangan
T - I Jenis Kode | Nama |Cabang| Rekening | Nomor Tanggal | o oyhir Akhir
1
3 =
3
dst
Jumlah
B Y SAek el ik agere
2
3]
dst
Jumlah |
KPA/Pimpinan BLU/Kepala Satuan Kerja
<Nama>
NIP coiswssisssisisisssvavise
L‘-‘:“‘-f-iﬂ T
==

RBRI

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalar Jencurst Sucerman No 4446 Jskana 10210
Tetopon 0215758965, 45 64 46 Fax 021-57009%

INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN PERTAMANAN (012)

MARKAS BESAR TMI AD (22)

KOREM-OLVGATAM DAM WSWJ (685062)

Rabening indub RKK MABES TN AD KEM (001801002565308)
Virtual Account | KOREM 043
Perose 30122022 wa 30-12-2022

\

Saite 2u Chonnet  Wiasifassi

1D Tranaah Remarks

Sakso Ak

'
I T
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408530 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG

94

408536 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA

95

408822 [KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

96

408823 [KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

97

408824|KANWII. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

98

408825 [KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

99

408826 [KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

100

408827 |KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

101

408328 |KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

102

408829 |KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

[103]
104

408831 |[KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

410129 |[KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA

105

411161 [KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANDAR LAMPUNG

3

106

413307 [KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANJANG

107

414576 |[KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN LAMPUNG

108

415799 |KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il PANJANG

MR RRNENNNEENNR

<

109

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
AL PROVINSI LAMPUNG

110
111

418543 |LOKA REHABILITAS| NARKOBA BNN, KALIANDA LAMPUNG SELATAN

A

418575 |KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG

112

418576 [KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG

13

418577 [KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG

< 85 <

114

418578 |[KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG

115

418579 |[KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG

11

o

418580 [KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG

117

418581 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG

118

418582 |KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG

418583 |KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG

120

418584 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG

121

418585 |[KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG

418586 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG

123

418587 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG

124

418588 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG

125

418589 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG

¥ o (s bed

126

418590 [MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

127

418591 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG

128

418601 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR
LAMPUNG

<[44 <l<k [« [9d<]< <

129

418657 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN

=

v

v
V|13
v

418658 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN

131

418659 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN

132

418660 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN

133

418661 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN

134

418662 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN

<[€] <[«

135

418664 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN

136

418665 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN

13

~

419224 |BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANGGAMUS

ORI 2020 | juty

13,

< 8 <
o

419291 |KANTOR KEMENAG KAB. PRINGSEWU

139

419487 |SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

140

419529 |BPMP PROVINSI LAMPUNG

v

141

424260|UIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG

<J<I |

424276 |MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

143

A

424998 |MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PRINGSEWU KAB.PRINGSEWU

144

425018 [MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANGGAMUS KAB. TANGGAMUS

<
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Nama Satkel

426409 |BALA| PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BP3TKI) LAMPUNG

Laporan Saldo}|

Desemb

Keterangan

427140 |BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI WAY SEPUTIH-SEKAMPUNG

427706|BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

428321 {BADAN PUSAT STATISTIK PROP. LAMPUNG

428330 |BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDAR LAMPUNG

150|428361|BADAN PUSAT STATISTIK KAB. LAMPUNG SELATAN

151431209 |KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. LAMPUNG

152 |431215|KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG

153 | 431221 |KANTOR PERTANAHAN KAB. LAMPUNG SELATAN

154 | 432850 |BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG

155437137|STASIUN METEOROLOGI RADIN INTEN Il

«

156 | 445237 |BPK PERWAKILAN _PROVINSI LAMPUNG

Hows 3 rdle

157 | 450686 |PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

158 | 477306 |PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

159 | 477307 [PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

160 | 484124 |BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

161 |484125 | INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

162 |435349|PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

163 [497764|LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA BANDAR LAMPUNG

164 |498103 [SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MESUJI-SEKAMPUNG

165 |498107 [SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR_ MESUJI-SEKAMPUNG

166498595 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH | PROVINS| LAMPUNG

167 | 498596 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH Il PROVINSI LAMPUNG

168 | 505821 |BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH LAMPUNG

169 [506142 [KANWIL DIKN LAMPUNG DAN BENGKULU

o

J
egpotorg U

o

170 |525350|KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDAR LAMPUNG

171528001 |KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS| LAMPUNG

-

£

172 |528015|KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG

lzpotona

173|536729|BIDKUM POLDA

w

174 536730 |BIDHUMAS POLDA

&

175 |537902 |KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG

LT

176 | 539060 | BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LAMPUNG

177 |547678 | PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

178547679 |PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

179553150 [ MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TANGGAMUS KAB. TANGGAMUS

180 [559840 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

o

181 (559841 |PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

182 | 567517 | BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN LAMPUNG

O\ kv

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG

1831574409 SELATAN

vegolr)

184 1575972 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PRINGSEWU KAB.PRINGSEWU

185579356 |SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDAR LAMPUNG

«n

o] < RS e [ e <l fe [ [ [N <o Sl [ efd <= l<k]< N = I]] <

186 [597651|MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PRINGSEWU KAB.PRINGSEWU

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG

187597668 SELATAN

NAW
188|597672 ;AE;::TRASAAN H TSAl IYAH NEGERI 4 LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG

189 | 597689 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PESAWARAN

190 [ 597693 |[MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PESAWARAN KAB. PESAWARAN

<J<

191 597701 |MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TANGGAMUS KAB. TANGGAMUS

19

N

597736|MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG SELATAN

193 | 613242 |BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH VI BANDAR LAMPUNG

194 | 613629 |BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG

o <l

195 | 613654 [BADAN PUSAT STATISTIK KAB. TANGGAMUS

54
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196614691 [PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

197614692 |PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

198614968 [KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TANGGAMUS, LAMPUNG

199614969 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TANGGAMUS, LAMPUNG

200 [614970|KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TANGGAMUS, LAMPUNG

201614973 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TANGGAMUS, LAMPUNG -

202614974 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TANGGAMUS, LAMPUNG Tuwg (@

203614976 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TANGGAMUS, LAMPUNG

204621981 |KANTOR PERTANAHAN KAB. TANGGAMUS

205 | 631090 [ BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG

206 | 631120 | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG

207 | 631161 |BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKS| WILAYAH LAMPUNG

208 | 632017 |BALAI PEMASYARAKATAN KELAS Il PRINGSEWU

209|632174 [POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG

v[210632623[RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG

211633790 |BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI - SEKAMPUNG

212641724 |SPRIPIM POLDA LAMPUNG

213641731 |ROOPS POLDA LAMPUNG

214 | 641745 |YANMA POLDA LAMPUNG

215641752 | DITINTELKAM POLDA LAMPUNG

216641766 | DITRESKRIMUM POLDA LAMPUNG

¥ | 217641770 DITSAMAPTA POLDA LAMPUNG

218641787 |DITLANTAS POLDA LAMPUNG

219641792 [RUMKIT BHAYANGKARA BANDAR LAMPUNG

220{641809(R0 SDM POLDA LAMPUNG

221641834 [ROLOG POLDA LAMPUNG

| 222 | 641841 [SATBRIMOB POLDA LAMPUNG

223641855 | DITPOLAIRUD POLDA LAMPUNG

224641862 [BIDKEU POLDA LAMPUNG

225641876 |BIDDOKKES POLDA LAMPUNG

226641880 |POLRESTA BANDAR LAMPUNG

227641897 |POLRES LAMPUNG SELATAN

228(641944 |POLRES TANGGAMUS

229 64915 | PALAT KARANTINA [KAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN LAMPUNG

30650023 |KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

650864 |BIDPROPAM POLDA LAMPUNG

232650875 [BID TIK POLDA LAMPUNG

233]650896SPN POLDA LAMPUNG

234|652003[SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG

235652521 [KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BAKAUHEUNI

v[236[652962[LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG

237654120 |BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS Il LAMPUNG

238654357 |KPU_PROVINSI LAMPUNG

v|239]656752|KPU_KABUPATEN TANGGAMUS

240656780 |KPU_KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ,

v| 241656802 [KPU_KOTA BANDAR LAMPUNG

242660066 |KANTOR BAHASA LAMPUNG

243 | 661300 |MVADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG
SELATAN

244662173 |MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PESAWARAN KAB. PESAWARAN v

245 | 63073 |RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG v

246 | 663445 [KANTOR WILAYAH DIP BENGKULU DAN LAMPUNG v sl

247 663761|STASIUN METEOROLOGI MARITIM PANJANG

248663839 STASIUN KLIMATOLOGI LAMPUNG v
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669521

DITRESNARKOBA POLDA LAMPUNG

670721 [KPU KAB. PESAWARAN

673538 |BADAN PUSAT STATISTIK KAB. PESAWARAN

75560 |KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN

77516 [UNIVERSITAS LAMPUNG

77540

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

T G i

677599

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

el

678384

ITWASDA POLDA LAMPUNG

678391

RORENA POLDA LAMPUNG

678406

DITBINMAS POLDA LAMPUNG

679504

DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG

679511

DITPAMOBVIT POLDA LAMPUNG

680701

KPU KABUPATEN PRING SEWU

681485 [KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN RAN

681486 |[KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN

681437 [KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN

681488 |KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN

681489/ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN

vﬁM«e\ =

681491 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN

681493 [KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JARAN

”

L .

632410 [BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PRINGSEWU

682502 [BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

683390 |RUMAH TAHANAN KELAS 118 KOTA AGUNG

683704 |LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDAR LAMPUNG

685046 |KODIM 0410 / BANDAR LAMPUNG

685902 [KOREM-043/GATAM DAM-II/SWJ

V)
Wovs 9 rol

275

636264 |SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

276

689533

7

690410

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT LAMPUNG

278

690526

LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN BANDAR LAMPUNG

279

690601

BGP PROVINSI LAMPUNG

280

700111

RRI BANDAR LAMPUNG

281

700224 | TVRI STASIUN LAMPUNG

deddld  <felelelefefs <YT<<< < K [l f<f 9
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NAMA
NEM
Penb
IPK

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35,

37.
38.
39.
40.

. Akad.

‘Kode

FEBS20101

FEB520102
FEBS20104
FEB520105
FEBS20106
FEB520107
UNI520106
UNI 108
EBA520101
EBA520102
EBAS20103
EBAS20104
FEB520103
FEB520108
UNI520101
UNIS520107
UNIS20109
FEB520201
EBA520201
EBA520203
EBAS20207

EBAS20208
EBAS20210
EBAS20212
EEMS20101
EBA520202
EBA520204
EBA520205
EBAS20206
EBAS20209
EBA520211
EBA520213
EBA520214
EBA520301
EBA520302
EBA520303
EBA520304
EBAS20305
EBAS520306
EBA520307
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

J1.PROF.DR.SOEMANTRI BROJONEGORO NO.1 BANDAR LAMPUNG
702767,702971,703475,702673, 701252, 701609

TELP

: ADELIA MARSANDA
: 2001061015

: EINDE EVANA, S.E., M.SI, AKT, DR.

13,48

Mata Kuliah
Matematika Ekcnomi
Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro
Pengantar Akuntansi T
Pengantar Bisnis
Pengantar Manajemen
Eahasa Inggris Bisnis
Pendidikan Bahasa Indonesia
pPendidikan Pancasila
Pengantar Akuntansi 11
Sistem Akuntansi
Lab Pengantar Akuntansi
Kewirausahaan
Pergantar Ilmu Ekonomi Makro
Statistika Ekonomi
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENDIDIKAN ETIKA DAN KEARIFAN LOKAL

Etika dan Hukum Bisnis
Akuntansi Keuangan Menengah I
Akuntansi Biaya I

Sistem Informasi Akuntansi dan
Fengendalian Internal
Teknologi Informasi Akuntansi
Perpajakan I

Lab. Pengantar Akuntansi IT
Manajemen Keuangan

Akuntansi Keuangan Menengah Il
PPH Pemotongan dan Pemungutan
Auditing I

Akuntansi Manajemen

Analisis Laporan Keuangan

Perpajakan II

Lab. Akuntansi Keuangan Menengah 1

Akuntansi Sektor Publik
Auditing II

Akuntansi Keuangan Lanjutan

Lab. Akuntansi Keuangan Menengah II

Lab. Akuntansi Biaya
Lab. Audit

Lab. Akuntansi Keuangan Lanjutan

Komputer Perpajakan

TRANSKRIP AKADEMIK

: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi

Fakultas

Jurusan
Prog. Studi : D3 Akuntansi

Total Kredit : 113

l';'rednHM”No che> o P&ala Kuliah ) Klt‘dit HM

S

3
3
3
3
3
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B 11, EBAS20308 Metode Penulisan Laporan Akhir 2
A 42. FEBS20302 Magang- PKL
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Bandar Lampung, 11 April 2023
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerja Sama,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Erni Hendrauaky, S.E., M.S1.
A NIP. 196911282000122001



KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI DIPLOMA 111 AKUNTANSI
JL. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.| Bandar Lampung 35148
Telepon 0721-786749 | Laman www fieb.unila ac id

Jurnal Aktivitas Perserta Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Nama
NPM
Dosen Pembimbing Lapangan

: Adelia Marsanda
: 2001061015
: Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si

Pembimbing Lapangan/Instruktur PKL : Mohamad Aziz

Lokasi PKL

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Bandar Lampung

. No. Tanggal

Waktu Rincian Kegiatan | TID & CAP |
WIB :

—

.| Rabu, 4 Januari 2023

08.00 - 15.30 | Pembekalan PKL dengan
materi prosedur |
penyelesaian tugas akhir {
dan pengenalan dunia \
kerja.

2 Kamis, 5 Januari 2023

08.00 - 11.30 | Pembekalan PKL denagn
materi etika & kepribadian
dan matert metode

penulisan tugas akhir

!
|
1
]

.| Jum’at, 6 Januari 2023

w

107301700 | Menunggu pengantaran
oleh dosen pernbimbing ke
lokasi PKL.

SRS V.._,._:r__

58



ﬁ"san, 9 Januari. 2023

0830-1700

Pengantaran oleh dosen

pembimbing kelokasi PKL
Perkenalan

Ditugaskan untuk mebantu
petugas di ruangan seksi
perbank dan seksi

pencairan dana.

Membantu cap pada
dokumen surat berita
rekonsialisasi milik satuan

kerja.

Membantu menyesuaikan
atau memisahkan dokumen
satuan kerja (lampiran yang
diajukan satuan kerja
dengan informasi data buku
rekening milik satuan kerja
sama atau tidak dengan
yang dilampirkan oleh
satuan kerja. Seperti: kode
satuan kerja, nomor
rekening dan nama rek.

milik satuan kerja).

59

Selasa, 10 Januari 2023

07.30-17.00

Membantu memberikan
cap pada dokumen surat
berita rekonsialisasi milik

satuan kerja.




Melanjutkan menyesuaikan |

atau memisahkan dokumen

satuan kerja.

Memeriksa dokumen
laporan saldo yang telah
dilampirkan oleh satuan
kerja pada halaman
lampiran harus sesuai
dengan halam buku
rekeming yang dilampirkan
dan setelah itu di cek
kembali pada web sprint
atas informasi yang telah
dilampirkan di buku
rekening milik sataun

kerja.

Rabu, 11 Januan 2023

07.30 - 17.00

Membantu seksi pencairan
dana unuk memisahkan
dokumen arsip untuk
satuan kerja dan KPPN.

Melanjutkan menyeleksi
data satuan kerja yang
sesuai dengan web
SPRINT dan memisahkan
data satuan kerja yang
belum sesuar dengan data
di web SPRINT.

60



Mengubah data di sprint
yang tidak sesuai dengan
data yang ada di informasi
data buku rekening.
(Dokumen satuan kenja
yang tidak sama dengan
SPRINT).

Membantu memberikan
cap dokumen surat berita
rekonsialisasi milik satuan

kerja.

Kamis, 12 Januan 2023

07.30-17.00

Melanjutkan Mengubah
data di sprint yang tidak
sesuai dengan data yang
ada di informasi buku
rekening. (Dokumen satuan
kerja yang tidak sama
dengan SPRINT).

Membantu seksi Pencairan
dana memindahkan
dokumen Hardcopy
merubah menjadi Soft
copy.

Jum’at, 13 Januari 2023

07.30 - 17.00

Melanjutkan Mengubah
data di sprint yang tidak
sesuai dengan data yang
ada di informasi data buku
rekening. (Dokumen satuan

61



kerja yanﬁdak sama
dengan SPRINT).

Mendaftar atau monitoring
dokumen satuan kerja yang
sudah di cek dengan benar
dan dokumen satuan kerja
yang memiliki perubahan
informasi di web SPRINT.

Senin, 16 Januari 2023

Selasa, 17 Januari 2023

707.30-17.00

Membarikan nomor bar
pada dokumen sura berita
cara rekonsialisasi milik
sarker dan dicatat dalam
buku bar untuk
memudahkan dalam

pengarsipan.

Membantu mempersiapkan
hari pembendaharann yang
akan jatuh pada hari rabu,

‘Melanjutkan membarikan
nomor bar pada dokumen
sura berita cara
rekonsialisasi mihk sarker
dan dicatat dalam buku bar

untuk memudahkan dalam

pengarsipan.

Mencatat nomor

penyampaian nota

W
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i e

konfirmasi setoran
penerimaan negara dalam
buku konfirmasi dan
menyusun secara
berurutan.

Rabu, 18 Januari 2023

07.30 - 17.00

1 0730-17.00 |

Melanjutkan membankan
nomor bar pada dokumen
sura berita cara
rekonsialisast mihk Satuan
kerja dan dicatat dalam
buku bar untuk
memudahkan dalam

pengarsipan.

Mencatat nomor
penyampaian nota
konfirmasi setoran
penerimaan negara dalam
buku konfirmasi dan
menyusun secara

berurutan.

Belajar menggunakan |

aplikasi dalam penerbitan
Sp2d pada seksi bank.

Jum’at, 20 Januari 2023

07.30 - 17.00

Belajar menggunakan
aplikasi dalam penerbitan
Sp2d pada seksi bank.
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Selasa, 24 Januari 2023 |

| Rabu, 25 Januarai 2023

07301700 |

0730-17.00 |

Menerbitkan sp2d harian |

dan gaj.

Rd‘;nerbilkanA;pZd harian
dan gaji.

18

Kamis, 26 Januari 2023

07.30 - 17.00

Menerbitkan sp2d harian
dan gaji serta membantu

pemerosesan retur.

Jum’at 27 Januari 2023

07.30 - 17.00

Sakit

20.

Senin, 30 Januari 2023

07.30-17.00

Menerbitkan sp2d,
membantu membuat retur,
belajar pemerosesan
penutupan rekening milik

satuan kerja bawaslu,

21.

Selasa,31 Januan 2023

07.30-17.00

Menerbitkan sp2d.

22.

Rabu, 1 Februan 2023

07.30-17.00

Menerbitkan sp2d dan
membantu kppn menjadi
petugas me dalam acara
penandatanganan sasaran

kinerja pegawai tahun 2023

i

23

Kamis, 2 Februari 2023

07.30-17.00

Menerbitkan sp2d dan
kembali melanjutkan
monitoring rekening satuan
kerja pada dokumen

laporan saldo rekening.

W

24,

Jumat, 3 Februari 2023

07.30-17.00

Menerbitkan sp2d dan
kembali melanjutkan
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monitoring rekening satuan

kerja serta merupah nama
rekening satuan kerja yang
tidak sesuaj dengan buku
rekening melalu aplikasi
sprint.

25,

Senin, 6 Februari 2023

07.30-17.00

Membantu menerbitkan
sp2d melalui aplikasi span.

Membantu staf bank
monitoring rekening mlik

satuan kerja.

Menyelesaikan cap
dokumen pada berita acara

rekonsialisasi milik satuan

kerja.

26.

Selasa, 7 Februari 2023

07.30-17.00

Ikut membantu dalam acara
pendampingan
penyususnan laporan
keuangan kementrian
negara / lembaga tahun
2023 (Dayl).

Membantu menerbitkan

s5p2d melalui aplikasi span.

Membantu staf bank
monitoring rekening milik

satuan kerja.
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Membantu staf bank dalam
arsip laporan saldo
rekening yang wajib

dilaporkan setiap bulannya.

Menyclesaikan cap
dokumen pada berita acara
rekonsialisast milik satuan

kenja.

27.

Rabu, 8 Februari 2023

07.30 - 17.00

Membantu menerbitkan
sp2d melalui aplikasi span.

Menyelesaikan cap
dokumen pada berita acara
rekonsialisasi milik satuan

kerja.

Membantu staf bank
monitoring rekening milik

satuan kerja.

Membantu menerbitkan

retur.,

28.

Kamis, 9 februari 2023

07.30 - 17.00

Ikut serta membantu dalam
acara pendampingan
penyususnan laporan
keuangan kementrian
negara / lembaga tahun
2023 yang dihadiri oleh
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jajaran KPA satuan kerja

(Day 3)

Membantu menerbitkan

sp2d melalui aplikasi span

Membantu staf bank
monitoring rekening milik

satuan kerja.

Menyelesaikan cap
dokumen pada berita acara
rekonsialisasi milik satuan

kerja.

[ bapak ketua kanwil dan |

29.

Jum’at 10 Februari 2023

07.30 - 17.00

Mengikuti senam pagi
dengan seluruh satf KPPN
yang beralokasi pada

kantor kanwil.

Membantu menerbitkan
sp2d melalui aplikasi span.

Membantu staf bank
monitoring rekening milik

satuan kerja.

Menyelesaikan cap
dokumen pada berita acara
rekonsialisasi milik satuan

kerja.
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Dokumentasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Bandar Lampung

No Dokumentasi Lapangan Keterangan

Pengantaran oleh dosen

o - T T
- :

29

pembimbing ke lokasi

Praktik Kerja Lapangan.

Proses monitoring melalui
sistem pengelolaan rekening
terintegrasi (SPRINT).

Dokumen berita acara
Rekonsiliasi untuk di

legalisir.

Mencatat nomor
penyampaian nota
konfirmasi setoran
penerimaan negara dalam

buku konfirmai.
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Membantu proses
berjalannya acara sosialisasi
peraturan mentri keuangan
PMK.210/PMKO5. Tentang
tata cara pembayaran dalam
rangka pelaksaan APBN dan
penyerahan penghargaan
satuan kerja lingkup KPPN
Bandar Lampung.

Proses memisahkan
dokumen milik satuan kerja
dan arsip milik KPPN.

Proses pembuatan nama
pembukaan rekening untuk

bawaslu kabupaten dan kota.

Proses perubahan nama pada
aplikasi SPRINT.
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9. Menerbitkan SP2D.

10. Monitoring aksi dalam
pembukaan rekening satuan
kerja.

11. Proses penerbitan retur
satuan kerja.

12. Berkontribusi sebagi MC

acara penandatanganan
sasaran Kinerja pegawai
tahun 2023.
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13.

Penarikan mahasiswa Praktik
kerja lapangan.
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